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ABSTRAK 

 

Agi Viryananda 201820251006 Perdagangan Narkotika di Dunia Maya 

dalam Perspektif Hukum Siber 

Penggunaan teknologi memicu munculnya ekonomi digital yang mana 

terjadi perubahan proses produksi barang dan proses pendistribusian yang sangat 

bergantung pada penggunaan media-media informasi teknologi dan elektronik. 

Salah satu barang yang mengalami pergeseran dalam distribusinya adalah 

narkotika dan obat/bahan berbahaya / narkoba. Melihat lingkup peredaran 

narkotika melalui dunia maya sudah memanfaatkan informasi teknologi dan 

elektronik, kejahatan tersebut bisa dikategorikan sebagai kejahatan dunia maya. 

Akan tetapi, aturan bagi perdagangan narkotika di dunia maya sendiri masih 

kosong. Kekosongan hukum ini menyebabkan kasus-kasus narkotika di Indonesia 

hanya diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika saja 

dan tidak memperhatikan undang-undang lain terkait transaksi elektronik di dunia 

maya. Kekosongan hukum inilah yang akan diteliti dalam penelitian ini.  

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

normatif yang digunakan untuk memberikan gambaran secara kualitatif tentang 

aturan hukum peredaran narkotika di dunia maya. Melalui penelitian yang 

dilakukan, dapat ditemukan bahwa adanya kekosongan hukum bagi kasus siber 

peredaran narkotika melalui dunia maya. Salah satu kesulitan dalam penggunaan 

hukum siber dalam kasus peredaran narkotika adalah pembuktian keterlibatan 

dunia maya dalam transaksi jual belinya. Oleh karena itu, proses peradilan bagi 

kasus-kasus peredaran narkotika di dunia maya, masih cenderung menggunakan 

Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan belum menggunakan 

aturan-aturan hukum siber.  

Kata Kunci: Dunia Maya, Narkotika, Kekosongan Hukum 
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ABSTRACK 

 

Agi Viryananda 201820251006 Narcotics trade on Cyberspace  in Cyber law 

Perspective 

The use of technology triggers the emergence of a digital economy in which a 

change in the process of production of goods and the distribution process is 

critically dependent on the use of information media technology and electronics. 

One of the items that experienced a shift in distribution was narcotics. Reflecting 

the scope of narcotics circulation through cyberspace already utilizing 

information technology and electronics, these crimes can be categorized as 

cybercrimes. However, the rules for the narcotics trade in cyberspace itself are 

still empty. This legal vacuum caused narcotics cases in Indonesia to be only 

regulated in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics only and did not pay 

attention to other laws related to electronic transactions in cyberspace. This legal 

vacuum will be examined in this study. The method utilized in this research is 

normative juridical used to provide a qualitative description of the legal rules of 

narcotics distribution in cyberspace. Through research conducted, it can be 

pinpointed that there is a legal vacuum for cyber cases of narcotics distribution 

through cyberspace. One of the difficulties in using cyber law in the case of 

narcotics distribution is proof of cyber involvement in its buying and selling 

transactions. Therefore, the judicial process for cases of narcotics distribution in 

cyberspace, however, tends to use Law No. 35 of 2009 on Narcotics and has not 

used cyber law. 

Keywords: Cyberspace, Narcotics, Legal Vacuum 
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